BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 53 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PEMBANGUNAN PARTISIPATIF
DI KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKALIS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Kabupaten
Bengkalis diperlukan suatu upaya nyata melalui pemberdayaan
masyarakat;

b. bahwa untuk pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Kabupaten
Bengkalis mengintegrasikan Program Pembangunan Partisipatif di
Kabupaten Bengkalis;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perturan Bupati tentang
Petunjuk Teknis Program Pembangunan Partisipatif Kabupaten
Bengkalis;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahn 1956
Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

RN

Mengingat




7 Peraturan Pemerlntah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa‘
v-h"(Lembaran Negara Repubhk IndoneS|a Tahun 2005 Nomor 159,
Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4578);

o8 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan
~ (Lembaran Negara Republik Indonesia: Tahun 2005 Nomor 160,
Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4579),

9. Peraturan Pemerlntah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman -
: v [Pemblnaan ‘dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
RS . - Daerah (Lembaran Negara Republrk IndoneS|a Tahun 2005

- : - 'Nomor 165); - f

10, Peraturan Pemerrntah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembaglan o
" Urusan Pemermtahan antara - Pemerintah, ‘Pemerintahan Daerah
~ Provinsi, dan. ‘Pemerintahan . Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran-
’ Negara Republlk Indonesia Tahun 2007 Nomor 82); ‘

11, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi
o Penanggulangan Kemiskinan;. : .

 ‘12. Peraturan Menteri Dalam Negerr Nomor 38 Tahun 2007 tentang
S .Kerjasama Desa \

i 13, Peraturan. Menterr Dalam Negerr Nomor 51 Tahun 2007 tentang
‘ Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasrs Masyarakat ‘

" 14. Peraturan - Menten Dalam . Negerl 66 Tahun 2007 tentang
Perencanaan Pembangunan Desa; '

' 15.’Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007 tentang
— Pendataan program Pembangunan Desa/Kelurahan;

: »-,16.-Peraturan Presrden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan
: Penanggulangan Kemlsklnan '

-17.Peraturan Menterl Dalam - Negen 42 Tahun 2010 tentang Tlmf\, :
Koordinasi * Penanggulangan - Kemrskrnan ° Provinsi dan' :
: Kabupateanota IR :

~ 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalls Nomor 07 Tahun 2008 SN
tentang Penyelenggaaan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten =~
‘Bengkalis - (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2008 -
Nomr 07) SRR

T  ;--19. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalls Nomor 03 Tahun 2009
- tentang. Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ‘(Lembaran
- Daerah Kabupaten Bengkalls Tahun 2009 Nomor 03) L

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM
. A PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DI KABUPATEN BENGKALIS

Pasal 1

o Petunjuk Teknrs Program Pembangunan Partlsrpatlf Kabupaten
- Bengkalis digunakan sebagai acuan resmi oleh Pemerintah Kabupaten
- Bengkalis dalam pelaksanaan . penanggulangan kemiskinan -dengan

pemberdayaan masyarakat melalui Program Pembangunan Part|S|pat|f




Pasal 2

>7PetUjUk Tekms Program Pembangunan ‘ PartIS|pat|f sebagalmana -

& ,dlmaksud dalam Pasal 1 dlsusun dengan Slstematlka sebagal berikut :

1. BABI  PENDAHULUAN SR
2. BABII  KONSEP DAN KEBIJAKAN PROGRAM
3. BABIl  PENGELOLAAN KEGIATAN =
' 4. BABIV  PENDANAAN' :
5. BABV . PELAKU PROGRAM |
6. BABVI  PENGENDALIAN DAN PELAPORAN
7.

BAB VIl '.-PENUTUP L
| Co Pasal 3o s 5
' "Slstematlka sebagalmana dlmaksud pada Pasal 2 merupakan dokumen L

- resmi sebagal suatu kesatuan Yang tidak terplsahkan dan Peraturan © =
Bupat| ini. S . !

Pasal 4

Pelaksanaan Program Pembangunan Partnsnpatlf dalam melakukan B
~ operasionalnya agar menglkutl prosedur dan mekanlsme yang tertuang' :
~ dalam Petunjuk Teknis i |n| ~ : : e

Pasal5 B

Peraturan Bupat| ini mulal berlaku pada tangal dlundangkan

~jAgar setiap - orang mengetahumya ‘memerintahkan pengundangan
- Peraturan Bupati ini- dengan penempatannya dalam Berita :Daerah = - -
: Kabupaten Bengkalls , ; : '

el Dltetapkan di Bengkalls, BN
L A pada tanggal 3g-pesemner 20u.

~ Diundangkan di Bengkalis
o pada tanggal 30 wese Mrsea ‘aon X
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAL|S

~ Drs. H. ASMARAN HASAN
- PEMBINA UTAMA MADYA
'NIP.19550720 198003 1 008

IBERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALlS
‘TAHUN 2011 NOMOR 53




